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ABSTRAK  : - untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta menghindari 
alih fungsi yang tidak terkendali diperlukan penataan kembali 
terkait penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; 
luas lahan pertanian pangan di Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan mengalami penurunan sehingga mengakibatkan 
terancamnya keberlangsungan fungsi dalam mendukung 

ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan yang 
disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan; 
berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 
Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan Daerah 
dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan 

Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); Undang-Undang 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
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Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5280), Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6779); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149); Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan 
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang lnsentif 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279); 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem 

Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran 
Negara Republik Indonesi Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283); Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 

tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632); Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6638), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);  Peraturan 

Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih 
Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 163); Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 
41/Permentan /OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis 

Kawasan Peruntukan Pertanian (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 305); Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang 

Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan, dan 
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 205); Peraturan 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2014 
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tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Nomor 77); Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-
2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 
2023 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Nomor 3); 

 

- Peraturan Daerah ini mengatur perlindungan dan 
pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai upaya menjaga 
ketersediaan lahan pertanian, mendukung kemandirian, 
ketahanan dan kedaulatan pangan, serta meningkatkan 

kesejahteraan Petani dan masyarakat.  Secara umum 
Peraturan Daerah ini meliputi Perencanaan dan Penetapan 

LP2B. Pemerintah  Daerah menyusun perencanaan LP2B 
secara jangka panjang, menengah, dan pendek, serta 

menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, LP2B, 
dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(LCP2B). Pengembangan LP2B dilakukan melalui intensifikasi, 

ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian, termasuk 
peningkatan kesuburan tanah, penggunaan teknologi 

pertanian, pengembangan irigasi, pemanfaatan lahan marginal 
dan terlantar, serta penerapan pertanian terpadu dan smart 

farming. Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian 
terkait kesesuaian lahan, pemetaan LP2B, inovasi pertanian, 

kondisi lingkungan, serta aspek sosial budaya dan kearifan 
lokal sebagai dasar pengembangan LP2B. Pemanfaatan dan 
Konservasi Lahan.  Setiap pemilik atau pihak yang 

memanfaatkan LP2B wajib menggunakan lahan sesuai 
peruntukan serta menjaga dan mencegah kerusakan lahan. 

Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggung jawab 
terhadap konservasi lahan dan air. Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani Pemerintah Daerah memberikan 
perlindungan melalui jaminan harga, sarana produksi, 
pemasaran hasil pertanian, serta kompensasi terhadap risiko 

gagal panen. Pemberdayaan dilakukan melalui penguatan 
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kelembagaan, pelatihan, akses permodalan, teknologi, 

informasi, dan  pemasaran.  Pembinaan dan Pengendalian 
Pembinaan dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi, 

bimbingan, konsultasi, pendidikan, pelatihan, dan 
penyuluhan.  Pengendalian LP2B dilakukan melalui pemberian 

insentif, disinsentif, dan pengendalian alih fungsi lahan. 
Pengendalian Alih Fungsi LP2B. LP2B yang telah ditetapkan 
pada prinsipnya dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk 

kepentingan umum atau penanggulangan bencana alam sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Alih fungsi wajib 

memperhatikan ketersediaan lahan pengganti dan ketentuan 
ganti rugi. Pengawasan dan Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan terhadap LP2B. Data LP2B dikelola melalui sistem 
informasi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh masyarakat. 

Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam 
perencanaan, penetapan, pengembangan, penelitian, 

pengawasan, pemberdayaan Petani, dan pembiayaan 
perlindungan LP2B. Pendanaan dan Sanksi Pendanaan 

bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah. Peraturan 
Daerah juga mengatur sanksi administratif, kewenangan 
penyidikan oleh PPNS, serta ketentuan pidana terhadap 

pelanggaran, khususnya terkait alih fungsi LP2B. 

CATATAN : - Peraturan  Daerah  ini  mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan, 9 Januari 2026. 
- Pembinaan kepada setiap orang yang melakukan 

pemanfaatan LP2B dan perlindungan terhadap LP2B dan 
tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum akan 
diatur dalam Peraturan Bupati. 


